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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Bky

الرحيم    الرحمن الله  بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir  Jember,  07  Januari  1984  (umur  36

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Usaha

Warung Makan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang

Provinsi  Kalimantan  Barat,  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa  kepada  Solling,  S.H.,  Advokat/Pengacara  yang

berkantor  di  Jalan  Hansip  Nomor  1  A RT  02  RW  04

Kelurahan  Sekip  Lama Kecamatan  Singkawang Tengah

Kota  Singkawang,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tanggal  30  November  2020  yang  terdafatar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bengkayang  Nomor

5/SK/P/2020/PA.Bky  tanggal  02  Desember  2020,  dan

memilih domisili elektronik e-mail: solling.kpu@gmail.com,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat  tanggal  lahir  Jombang,  04  Agustus  1986  (umur  34

tahun),  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak

Bekerja,  tempat  tinggal  di  Lapas  Kelas  II  A  Provinsi

Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  1  Desember  2020

telah  mengajukan  gugatan  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan   Pengadilan

Agama  Bengkayang,  dengan   Nomor  125/Pdt.G/2020/PA.Bky,  tanggal  2

Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2007 dan dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo

Kabupaten  Bengkayang  Provinsi  Kalimantan  Barat  sesuai  Kutipan  Akta

Nikah Nomor : - tanggal 13 Agustus 2007; 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Tujuh  Belas  selama  4  (empat)  tahun

kemudian pada tahun 2011 pindah tempat tinggal di Sanggau Ledo selama

7  (tujuh)  tahun  dan  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai

2 (dua) anak masing masing bernama:

 Anak 1, NIK - lahir di Sanggau Ledo tanggal 14 Oktober 2009; 

 Anak 2, NIK - lahir di Ledo tanggal 19 November 2011; 

Sekarang  ke  2  (dua)  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan  (hadanah)

Penggugat; 

3. Bahwa  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan

pertengkaran  itu  dianggap  sebagai  ujian  dalam membina  rumah tangga

yang sakinah mawaddah warahmah, namun pada tanggal 12 Februari 2018

sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian

atas kepemilikan narkoba; 

4. Bahwa atas tidakan Tergugat tersebut, Tergugat divonis hukuman

penjara  selama  15  (limabelas)  tahun  berdasarkan  Putusan  Pengadilan

Negeri  Bengkayang  Nomor  164/Pid.Sus/2018/PN.Bek  tanggal  12

Desember  2018 yang  telah  berkekuatan  hukum tetap,  sehingga selama

menjalani hukuman Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai

seorang suami dan menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Bky
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psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat; 

5. Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman, Penggugat saat ini

bekerja  keras  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya

sehingga  Penggugat  merasa  keberatan  dan  tertekan  atas  keadaan

tersebut; 

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami

istri lagi; 

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian

ini,  Penggugat sudah tidak sanggup lagi  untuk mempertahankannya dan

jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; 

8. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  tahun  1974  tentang  perkawinan

disebutkan salah satu alasan perceraian terjadi karena  Salah satu pihak

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah  perkawinan  belangsung  ,  Oleh  karena  itu  cukup  beralasan

Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Bengkayang  c.q  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Atau  apabila  Pengadilan  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  diwakili

kusanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Sanggau  Ledo  Kabupaten  Bengkayang,  tanggal  13

Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim

diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.1; 

2. Asli  Petikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkayang  Nomor

164/Pid.Sus/2018/PN.Bek tanggal 12 Desember 2018. Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal,

paraf dan diberi kode P.2;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum dalam berita  acara  sidang perkara  ini  sebagai  bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Bky
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan

kuasa kepada kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok

perkara,  hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  keabsahan  kuasa

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  syarat  sah  kuasa  khusus  pada  pokoknya  harus

memuat  identitas  pemberi  kuasa,  identitas  penerima  kuasa,  hal  yang

dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci,  tidak boleh mempunyai  arti

ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

Syarat-syarat  mana  bersifat  kumulatif,  sehingga  salah  satu  syarat  tidak

terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  surat  kuasa  Penggugat

kepada  kuasa  hukumnya  dan  surat  kuasa  telah  memenuhi  segala  unsur

tersebut di atas, karenanya surat kuasa telah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa fotokopi kutipan akta

nikah, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

yang  masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  hal  ini  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.  Oleh  karena itu  Penggugat  memiliki  legal

standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah  berusaha

menasihati  Penggugat  agar  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  sebagaimana

ketentuan  Pasal  154  ayat  1  R.Bg  jo.  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  143  ayat  (2)  Kompilasi

Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Penggugat  yang  hadir

sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang  sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

karena sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

bermasalah karena Tergugat melakukan tindak pidana  kepemilikan narkotika.

Dan  Sejak  bulan  Mei  2018  Tergugat  ditahan  karena  kasus  tersebut  dan

berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkayang Nomor

164/Pid.Sus/2018/PN.Bek  tanggal  12  Desember  2018  Tergugat  dihukum

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Atas sikap dan perbuatan

Tergugat  tersebut,  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan

hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  tanpa  alasan  dan  tidak  pula

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  oleh  karena  itu  Tergugat

dianggap  mengakui  seluruh  dalil  gugatan  Penggugat,  meskipun  demikian

pengadilan  terlebih  dahulu  memerintahkan  kepada  Penggugat  untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama kebenaran bahwa Tergugat telah

dijatuhi pidana penjara;

 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  surat  berupa  (bukti  P.1)  yang  dikeluarkan  oleh

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap

pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2007, relevan dengan dalil
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yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  selain bukti  P.1 sebagaimana tersebut  di  atas Penggugat

juga mengajukan bukti (P.2) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.2)  berupa  Salinan  Petikan

Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkayang  Nomor  164/Pid.Sus/2018/PN.Bek

tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat

dihukum  dengan  pidana  penjara  selama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda

sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila

denda tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan, hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan

merupakan akta otentik, maka Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan

mengikat. Pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari  suami-istri  mendapat

hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  sebagai

dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian

sebagai  bukti  Penggugat  cukup  menyampaikan  salinan  putusan  Pengadilan

yang  memutuskan  perkara  disertai  keterangan  yang  menyatakan  bahwa

putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Begitu pula dengan

Pasal  135  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  “Gugatan

perceraian  karena alasan suami  mendapat  hukuman penjara  5 (lima)  tahun

atau hukuman yang lebih berat sebagai  dimaksud dalam pasal 116 huruf c,

maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai  kekuatan

hukum yang tetap”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat  dan  bukti-bukti

(P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta-

fakta  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;
- Bahwa,  keadaan  rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  sudah  tidak

rukun  karena  Tergugat  telah  melakukan  tindak  pidana  melakukan

pemufakatan  jahat  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman

melebihi  5 Gram dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan;
- Bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal  telah  berusaha menasihati

Penggugat  untuk  bersabar  dan rukun lagi  dengan Tergugat,  namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa   berdasarkan   fakta-fakta   tersebut  di  atas,   dapat

disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

pecah dan sulit  diharapkan  untuk  dapat  hidup rukun kembali karena Tergugat

telah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap selama 15

(lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

penjara  selama  3  (tiga)  bulan,  dan  selama  menjalani  hukuman  tersebut

Tergugat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami,

sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja

tidak  akan  mungkin  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yakni  membina

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan

penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi

pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang

berkepanjangan; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  sudah  tidak  mampu  untuk  menunggu

Tergugat dalam kurungan/tahanan selama 15 (lima belas) tahun, karena saat

putusan ini dijatuhkan Tergugat sudah menjalani masa kurungan lebih 2 (dua)

tahun  lamanya  (dihitung  mulai  bulan  Mei  2018)  sehingga  Penggugat  ingin

bercerai  dari  Tergugat,  hal  ini  diketahui  oleh  Hakim  karena  Hakim  telah

berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar
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dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat  dalam setiap  persidangan,  akan  tetapi

dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari

Tergugat,  oleh  karena  itu  solusi  untuk  menghindari  hal-hal  terburuk  bagi

Penggugat adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang,  berdasarkan  uraian  di  atas  Hakim  berpendapat  bahwa

gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo.  Pasal  19 huruf  (c)  Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perceraian  yang  diputuskan  terhadap

Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,

maka  perceraian tersebut termasuk ke  dalam talak  bain shughra sesuai

maksud Pasal 119  ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam  beserta

penjelasannya;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Bengkayang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  oleh Hakim  Pengadilan  Agama

Bengkayang pada hari  Selasa tanggal  15 Desember 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 30 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  Purmaningsih, S.H.I.,

sebagai  Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  Penggugat  tanpa  kehadiran

Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.
     
Rincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 130.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
5. Biaya PNBP PBT :Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 281.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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